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Abstrak
 

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, selain juga

berkewajiban untuk berperilaku jujur dan amanah ketika melaksanakan jabatannya. Dalam menjalankan

tugasnya, notaris kerap mendapatkan titipan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari

kliennya. Namun dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor

05/B/MPPN/IX2023, terdapat pelanggaran kewajiban dari notaris dengan tidak disetorkannya BPHTB yang

dititipkan kepada notaris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberhentian

dengan tidak hormat terhadap notaris dan pelaksanaan prosedur pemberhentian dengan tidak hormat tersebut

berdasarkan kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Menkumham). Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang

didukung dengan wawancara kepada narasumber yang relevan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara

kualitatif. Dapat dijelaskan dari hasil analisis tersebut adalah: (1) Terkait prosedur pemberhentian dengan

tidak hormat terhadap notaris yang melanggar kewajiban, terdapat perbedaan makna unsur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Permenkumham) dalam hal pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan UUJN

menjelaskan bahwa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan apabila terdapat unsur

pelanggaran berat berupa pelanggaran kewajiban dan larangan notaris. Sedangkan dalam Permenkumham,

penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah didasarkan pada pelanggaran perilaku dan

pelaksanaan jabatan; (2) Terkait pelaksanaan prosedur pemberhentian dengan tidak hormat dalam kasus

pada Putusan a quo, Notaris MI yang tidak membayarkan BPHTB kliennya dinyatakan oleh Majelis

Pengawas Pusat telah melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan sehingga selanjutnya

Menkumham memberikan persetujuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris MI

dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) Nomor

AHU.57.AH.02.04 Tahun 2023.

......The Notary as a public official has the authority to create authentic deeds and is also obligated to act

honestly and responsibly while performing their duties. In their role, notaries often receive entrusted funds

for the Bea Perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) from their clients. However, as observed in

the decision of the Putusan Majelis Pengawas Pusat No. 05/B/MPPN/IX/2023, there was a violation of this

obligation when a notary failed to remit the entrusted BPHTB. This study aims to analyze the procedure for

dishonorable dismissal of notaries and the implementation of such dismissal procedures based on the

authority of the Majelis Pengaawas Notaris (MPN) and Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
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(Menkumham). This doctrinal research collects secondary data through literature studies, supported by

interviews with relevant sources. The data is then analyzed qualitatively. The analysis reveals the following:

(1) Regarding the procedure for dishonorable dismissal of notaries who violate their obligations, there is a

difference in the interpretation of the elements between the Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) concerning the imposition of

dishonorable dismissal sanctions. The UUJN stipulates that such sanctions are imposed if there are serious

violations of obligations and prohibitions applicable to notaries. Meanwhile, the Permenkumham states that

dishonorable dismissal sanctions are based on behavioral violations and the execution of duties; (2)

Regarding the implementation of dishonorable dismissal procedures in the case under the aforementioned

decision, Notary MI, who failed to remit their client’s BPHTB, was deemed by the Majelis Pengawas Pusat

to have committed violations in behavior and execution of duties. Consequently, Menkumham approved the

dishonorable dismissal of Notary MI by issuing the Ministerial Decree No. AHU.57.AH.02.04 of 2023.


